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ABSTRAK

Judul Disertasi 
: 
Transformasi Nilai Ketuhanan Dalam Pancasila Terhadap 




Pembentukan Hukum Di Indonesia

Kata Kunci

:  
Nilai Ketuhanan, Pancasila dan Pembentukan Hukum
Makna pertama dari Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pengertian penyusunan undang-undang dan jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia adalah pembuatan peraturan tertulis di Indonesia harus bersumber pada nilai-nilai ketuhanan. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila pertama dari Pancasila yang dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sistem yang berisi norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Penulis dalam penelitian ini mencoba untuk menggali teori hukum baru terkait dengan transformasi nilai-nilai ketuhanan dalam pembentukan hukum di Indonesia.

Penelitian ini termasuk dalam pendekatan penelitian yuridis normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum.

Hasil penelitiannya adalah Transformasi nilai ketuhanan dalam sila pertama Pancasila terhadap pembentukan hukum nasional berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa Penghukuman manusia berdasarkan hukum di Indonesia harus berasaskan semua sila-sila Ketuhanan YME, Kemanusian Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Oleh sebab itu pembuatan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia harus berpedoman pada asas bangsa. Demikian pula dengan pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada asas, prinsip, nilai-nilai ketuhanan. Asas Ketuhanan ialah bahwa Tuhan itu Maha Esa, prinsip ketuhanan ialah Tuhan menjiwai kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Sementara itu, nilai-nilai ketuhanan berarti hakekat manusia lndonesa terhadap Tuhan, yang  ditentukan  oleh  hakekat  Tuhan, sebagai bawahan hakekat manusia mahluk Tuhan adalah untuk hidup taklim  dan taat kepada Tuhan, yang hanya ada satu sebagai sebab pertama segala sesuatu  dan  dari  padanya  tergantung  segala sesuatu.
ABSTRACT

Title of Dissertation
:Transformation of God Value in Pancasila Against



  Legal Formation in Indonesia

Keywords

: God Value, Pancasila and Legal Formation

The first meaning of the Almighty God in terms of the preparation of laws and other types of legislation in force in Indonesia is that the making of written regulations in Indonesia must be based on divine values. The Almighty God is the first principle of Pancasila which in the context of the formation of laws and regulations is a system that contains generally binding legal norms and is formed or established by state institutions or authorized officials through the procedures stipulated in statutory regulations and covers the stages planning, drafting, discussion, ratification or stipulation, and enactment. The author in this study tries to explore new legal theories related to the transformation of divine values ​​in the formation of law in Indonesia.

This research is included in the normative juridical research approach (normative law research) using normative case studies in the form of legal behavior products.

The results of his research are the transformation of the divine value in the first precepts of Pancasila towards the formation of national law based on research data showing that human punishment based on law in Indonesia must be based on all the precepts of YME's Godhead, Just and Civilized Humanity, Indonesian Unity, Society Led by Wisdom in Representative Consultation, Social Justice for All Indonesian People. Therefore making law and implementing law in Indonesia must be guided by the principles of the nation. Likewise, the formation of laws and regulations must be based on the principles, principles, divine values. The principle of God is that God is One, the principle of God is that God lives the life of the nation, nation and society. Meanwhile, godly values ​​mean the essence of the Indonesian man towards God, which is determined by the nature of God, as subordinate to the human nature of God's creatures, is to live a life of wisdom and obedience to God, which only has one as the first cause of all things and from which everything depends .

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan Disertasi  ini dengan judul : “Transformasi Nilai Ketuhanan Dalam Pancasila Terhadap Pembentukan Hukum Di Indonesia”.

Penulis memilih judul tersebut oleh karena ingin mengkaji transformasi nilai ketuhanan dalam pembentukan hukum di Indonesia. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa terdapat dalam sila pertama Pancasila. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa ini telah diimplementasikan dalam produk hukum baik itu peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Di Indonesia sudah ditetapkan setiap putusan pengadilan didahului kalimat irah-irah berjudul, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketentuan demikian, berlaku untuk semua lingkungan peradilan. Landasan yuridisnya adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat tersebut adalah roh atau turunan Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sejalan dengan itu, Pasal 197 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan “kepala putusan yang dituliskan harus berbunyi ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’. Patut diperhatikan, Pasal 197 ayat (2) menyatakan tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) mengakibatkan putusan Batal Demi Hukum. Jika itu terjadi, bermakna eksistensi dari putusan pengadilan itu tidak diakui keabsahannya. Dengan demikian, makna kalimat tersebut haruslah benar-benar menjadi pedoman dan dasar setiap hakim dalam mengambil keputusan sebuah perkara yang ditangani. Itulah yang disebut akuntabilitas. Membuat putusan tentu tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atau atasan saja, melainkan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum, agama, dan tentu saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim sebagai aktor utama di lembaga peradilan harus mampu membuat keputusan pengadilan yang seadil-adilnya. Malahan, hakim dikategorikan pula sebagai profesi yang paling beruntung, karena memiliki kekuasaan yang menentukan nasib seseorang, sehingga tidak heran hakim disebut sebagai ‘wakil tuhan’ di muka bumi. Titik kulminasi dari sikap hakim dalam penguasaan hukum itu adalah mahkota hakim. Mahkota itu memantul pada putusan hakim yang benar, jujur, adil, mumpuni dan sempurna, di bawah kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
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